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SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10/E/KPT/2021

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI GURU DAN PENAMBAHAN BIDANG STUDI PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU DI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA

Menimbang

Mengingat

KEPENDIDIKAN

: bahwa untuk kelancaran pembukaan program studi pendidikan
profesi guru dan penambahan bidang studi pada program studi
pendidikan profesi guru dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan,
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,
Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi
Pendidikan Profesi Guru dan Penambahan Bidang Studi pada
Program Studi Pendidikan Profesi Guru di Lembaga Pendidikan
Tenaga Kependidikan;

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);



Menetapkan

4, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500),

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45

Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7
Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran
Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,
Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU DAN
PENAMBAHAN BIDANG STUDI PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU DI LEMBAGA PENDIDIKAN
TENAGA KEPENDIDIKAN.



KESATU : Menectapkan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program
Studi Pendidikan Profesi Guru dan Penambahan Bidang Studi
Pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru di Lembaga
Pendidikan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
TTD.

NIZAM
« NIP 196107061987101001
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU DAN PENAMBAHAN
BIDANG STUDI PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI GURU DI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN PROFESI GURU DAN PENAMBAHAN BIDANG STUDI PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU DI LEMBAGA PENDIDIKAN

II.

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pendahuluan

Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan perizinan
pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (Program Studi PPG)
dan penambahan bidang studi pada program studi pendidikan profesi guru
di lembaga pendidikan tenaga kependidikan {LPTK), maka dilakukan
pembaruan sistem pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pedoman ini terdiri atas:
1. pembukaan program studi pendidikan profesi guru; dan
2. penambahan bidang studi pada program studi pendidikan profesi guru.

Usul pembukaan program studi pendidikan guru dan penambahan bidang
studi pada program studi pendidikan profesi guru di lembaga pendidikan
tenaga kependidikan dilakukan secara daring melalui
http: / /silemkerma. kemdikbud.go.id.

Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru

1 Memiliki peringkat Akreditasi Perguruan | Pindaian (scan) asli sertifikat
Tinggi (APT) paling rendah Baik Sekali akreditasi perguruan tinggi
atau B; vang masih berlaku

2 Memiliki Program studi bidang Pindaian (scan) asli sertifikat
pendidikan pada program sarjana akreditasi program studi
dengan peringkat akreditasi paling bidang pendidikan pada
rendah Baik Sekali atau B. Usul program sarjana yang sesuai
pembukaan program studi pendidikan dengan bidang studi yang
profesi guru harus memuat paling diusulkan dan masih berlaku
sedikit 1 (satu) usul bidang studi sesuai




No. | Persyaratan Dokumen
dengan program studi bidang
pendidikan pada program sarjana
dengan peringkat akreditasi paling
rendah Baik Sekali atau B tersebut;

3 Bidang studi yang dapat diusulkan * Pindaian (scan) asli surat
adalah: keterangan akreditasi
a. sesuail dengan program studi sarjana program studi

pendidikan dimiliki dan terakreditasi kependidikan program
paling rendah Baik Sekali atau B; sarjana yang sesuai dengan
b. dalam hal LPTK pengusul tidak bidang studi yang
memiliki program studi sarjana diusulkan dan masih
pendidikan yang sesuai dengan berlaku
bidang studi yang diusulkan, LPTK * Pindaian (scan) asli
dapat melakukan kolaborasi secara Perjanjian Kerjasama
internal atau bekerja sama dengan dengan perguruan tinggi
perguruan tinggi lain. Daftar program mitra yang antara lain
studi yang dapat mengusulkan menyebutkan kesediaan
bidang studi secara kolaboratif untuk memperbantukan
dicantumkan dalam Tabel 1 pada dosennya menjadi salah
Lampiran 1. satu pengelola (untuk
bidang studi vokasi
khusus/kolaboratif)

* Pindaian (scan) asli surat
penugasan dari pemimpin
perguruan tinggi mitra
kepada dosennya untuk
diperbantukan menjadi
salah satu pengelola bidang
studi pada perguruan
tinggi pengusul

* Pindaian (scan) asli surat
penugasan dari pemimpin
perguruan tinggi kepada
dosen untuk menjadi
pengelola bidang studi

Legalitas

4 Memiliki Akta notaris pendirian Badan | Pindaian (scan) asli akta
Penyelenggara dan segala notaris pendirian Badan
perubahannya (untuk PTS); Penyelenggara dan segala

perubahannya, jika pernah

dilakukan perubahan;

5 Memiliki surat keputusan dari pejabat Pindaian (scan) asli surat
yang berwenang tentang pengesahan keputusan dari pihak yang
Badan Penyelenggara yang berwenang tentang
mengusulkan pembukaan Program pengesahan Badan
Studi PPG sebagai badan hukum (untuk | Penyelenggara yang
PTS); mengusulkan pembukaan




No. | Persyaratan | Dokumen _
Program Studi PPG sebagai
badan hukum

6 Memiliki Keputusan Menteri yang masih | Pindaian (scan) asli

berlaku tentang izin pendirian Keputusan Menteri yang
perguruan tinggi swasta (PTS) atau masih berlaku tentang izin
perubahan bentuk PTS yang akan pendirian PTS atau
membuka Program Studi PPG (untuk perubahan bentuk PTS yang
| PTS); akan membuka Program
] Studi PPG
7 Memiliki Persetujuan tertulis usul Pindaian (scan) asli surat
pembukaan Program Studi PPG dari persetujuan usul pembukaan
Badan Penyelenggara (untuk PTS); Program Studi PPG dari
Badan Penyelenggara
8 Memiliki pertimbangan tertulis usul Pindaian (scan) asli surat
pembukaan program studi PPG oleh pertimbangan usul
Senat LPTK pengusul; pembukaan program studi
PPG oleh Senat LPTK
pengusul
9 Memiliki Rekomendasi tertulis LLDIKTI | Pindaian (scan) asli surat
tentang: rekomendasi LLDIKTI
a. rekam jejak LPTK yang akan setempat
membuka program studi;
b. tingkat kejenuhan bidang studi yang
akan dibuka;
c. tingkat keberlanjutan bidang studi
yvang akan dibuka jika diizinkan oleh
pemerintah.
10 | Pemimpin LPTK mengajukan surat ¢ Pindaian (scan) surat
permohonan pembukaan program studi permohonan asli
PPG yang memuat sedikitnya 1 (satu) pembukaan program studi
bidang studi pada program studi PPG PPG yang memuat daftar
kepada Dirjen Dikti. bidang studi pada program
studi PPG yang diusulkan
kepada Dirjen Dikti.
11 | Memenuhi persyaratan minimum

akreditasi pembukaan program studi
pendidikan profesi guru.

* Hasil evaluasi terhadap
Instrumen Pemenuhan
Syarat Minimum Akreditasi
Pembukaan Program Studi
dan Bidang Studi
Pendidikan Profesi Guru
dinyatakan memenuhi.

Kurikulum dan Proses Pembelajaran

12

Kurikulum Program Studi PPG
termasuk seluruh bidang studi yang

Dokumen kurikulum program
studi PPG termasuk seluruh




No.

Persyaratan

| Dokumen

diusulkan disusun berdasarkan capaian
pembelajaran yang telah ditentukan
dalam Pedoman Penyelenggaraan
Program PPG Tahun 2018 oleh
Direktorat Pembelajaran, Direktorat
Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan, Kemenristekdikti
dengan beban studi sesuai Standar
Pendidikan Guru tahun 2017;

bidang studi yang diusulkan,
merupakan lampiran yang
tidak terpisahkan dari
Instrumen Pemenuhan Syarat
Minimum Akreditasi Program
Studi PPG, yang menjelaskan
antara lain:
1. Kurikulum Program PPG
Prajabatan, meliputi:

a.
b.

Profil Lulusan;
Capaian Pembelajaran
Lulusan;

Capaian Pembelajaran
Bidang Studi;

Mata Kegiatan dan
Bobot Kegiatan;
Beban belajar antara
36-40 sks yang
diuraikan dalam
struktur kurikulum,
mencakup: (1) Mata
Kegiatan Umum, (2)
Lokakarya
Pengembangan
Perangkat
Pembelajaran, (3)
Praktik Pengalaman
Lapangan dan/atau
Praktik Industri;
Mekanisme rekognisi
pengalaman lampau
(bila ada)

2. Kurikulum Program PPG
Dalam Jabatan, meliputi:

a.

b.

Capaian Pembelajaran
Lulusan;

Capaian Pembelajaran
Bidang Studi;

Mata Kegiatan dan
Bobot Kegiatan;
Beban belajar antara
36-40 sks yang
mencakup 12 sks
beban belajar yang
harus ditempuh dan 24
SKS yang dipenuhi
melalui rekognisi
pembelajaran lampau.
Beban belajar 12 sks




yang harus ditempuh
diuraikan dalam
struktur kurikulum,
mencakup: (1) Mata
Kegiatan Umum, (2}
Lokakarya
Pengembangan
Perangkat
Pembelajaran, (3}
Praktik Pengalaman
Lapangan dan/atau
Praktik Industri;

e. Mekanisme rekognisi
pengalaman lampau

Pengalaman Lapangan (PPL} di sekolah
dan/atau Praktik Industri di dunia
industri, dunia usaha, dan dunia kerja

13 | Memiliki rancangan proses Dokumen-dokumen yang
pembelajaran yang mencakup: relevan (misalnya: pedoman

a. Lokakarya/workshop; kehidupan berasrama,

b. Praktik Pengalaman Lapangan pedoman praktik di dunia
(PPL) di sekolah dan/atau Praktik | industri, dunia usaha, dan
Industri di dunia industri, dunia | dunia kerja, pedoman
usaha, dan dunia kerja; asesmen pembelajaran, tata

c. Kehidupan Bermasyarakat di tertib ujian, dsb}
Asrama/Sarana Lain;

d. Sistem asesmen/penilaian untuk
butir a s.d. butir c;

e. Upaya menjamin keotentikan
peserta kuliah dan peserta ujian
(misalnya cara memastikan
bahwa peserta ujian adalah
peserta yang terdaftar) dan
integritas akademik mahasiswa
selama pembelajaran (misalnya
cara menghindari plagiasi,
mencontek, atau perbuatan
curang lainnya).

14 | Memiliki Rencana Pembelajaran Dokumen RPS untuk paling
Semester (RPS) — minimal untuk 3 (tiga) | sedikit 3 mata kuliah penciri
mata kuliah penciri bidang studi Prodi bidang studi untuk setiap
PPG untuk setiap bidang studi yang bidang studi yang diusulkan
diusulkan;

15 [ Memiliki rancangan pedoman Praktik Dokumen rancangan

pedoman praktik Pengalaman
Lapangan (PPL} di sekolah
dan/atau Praktik Industri di
dunia industri, dunia usaha,
dan dunia kerja

Memiliki rancangan pedoman
kehidupan bermasyarakat di asrama

Dokumen rancangan
pedoman kehidupan
bermasyarakat di asrama




No. | Persyaratan _ Dokumen
atau sarana sejenis yang ditempati atau sarana sejenis yang
mahasiswa ditempati mahasiswa

16 | Memiliki kerjasama dengan sekolah Pindaian (scan) asli Perjanjian
laboratorium dan/atau Kerjasama dengan sekolah
sekolah /madrasah mitra yang | mitra untuk penyelenggaraan
terakreditasi paling rendah B untuk proses pembelajaran
penyelenggaraan proses pembelajaran

17 | Memiliki kerja sama dengan berbagai Pindaian (scan) asli nota

instansi untuk penyelenggaraan proses
pembelajaran bidang studi yang
memerlukan pengalaman praktik di luar
sekolah

kesepahaman atau perjanjian
kerja sama sebagai bukti
kerja sama dengan berbagai
instansi untuk
penyelenggaraan proses
pembelajaran

Sumber Daya Manusia

18

Memiliki paling sedikit berjumlah 5
(lima) orang yang berfungsi sebagai
Pengelola Program Studi PPG dengan
ketentuan:

a. memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Magister /Magister Terapan
dan memiliki jabatan fungsional
minimum Lektor dengan paling
sedikit 2 (dua) orang diantaranya
berijazah Doktor/Doktor Terapan;

b. memiliki ijazah di bidang pendidikan
pada salah satu kualifikasi akademik
yvang dimiliki;

c. memiliki surat penugasan dari
pemimpin LPTK tentang pindah

| homebase dari program studi di

LPTK pengusul dengan

memperhatikan rasio dosen

mahasiswa pada program studi yang
ditinggalkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

¢ Pindaian (scan) KTP asli
calon dosen tetap

» Pindaian (scan) asli jjazah
dan transkrip asli semua
program pendidikan tinggi
yang pernah ditempuh

e Pindaian (scan) asli
keputusan (asli)
penyetaraan ijazah bagi
calon dosen tetap lulusan
luar negeri, dari
Kementerian yang
menangani pendidikan
tinggi.

e Pindaian (scan) asli
keputusan jabatan
akademik (asli) mutakhir;

e Pindaian (scan) asli surat
penugasan pindah
homebase dari pemimpin
LPTK.

19

Memiliki dosen tetap paling sedikit
berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap
bidang studi yang diusulkan, yang
berfungsi sebagai pengelola Bidang
Studi PPG pada program studi PPG yang
diusulkan dengan ketentuan:

a. memiliki kualifikasi akademik paling
rendah magister atau magister
terapan dan jabatan fungsional
minimum Lektor pada bidang ilmu
yang relevan dengan bidang studi
yang diusulkan;

e Pindaian (scan) KTP asli
calon dosen tetap

e Pindaian (scan) jjazah dan
transkrip asli semua
program pendidikan tinggi
yang pernah ditempuh

e Pindaian (scan) keputusan
asli penyetaraan ijazah bagi
calon dosen tetap lulusan
luar negeri, dari
Kementerian yang




pada salah satu kualifikasi akademik
yang dimiliki dan bidang keilmuan
dan/atau keahliannya sesuai dengan
bidang studi yang diusulkan;

c. surat penugasan dari pemimpin LPTK
pengusul;

T R K i S

Fyhkne ol

menangani pendidikan
tinggi.

Pindaian (scan} asli
keputusan jabatan
akademik yang mutakhir,
Pindaian (scan) asli surat
penugasan dari LPTK
Pengusul

20 | LPTK penyelenggara Program Studi PPG | ¢ Pindaian (scan) KTP asli
harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) calon tenaga
orang tenaga kependidikan yang terdiri kependidikan;
atas tenaga administrasi, laboran, dan ¢ Pindaian (scan) ijazah asli
pustakawan yang dapat mendukung calon tenaga
dan memperlancar pelaksanaan kependidikan; dan
Program Studi PPG dengan ketentuan ¢ Pindaian (scan) asi
sebagai berikut: sertifikat kompetensi
a. memiliki kualifikasi akademik paling sesuai keahlian dan

rendah lulusan program diploma 3 bidang tugasnya
(tiga) sesuai dengan kualifikasi tugas | « Pindaian (scan) Surat
pokok dan fungsinya. Pernyataan Kesediaan asli
b. memiliki sertifikat calon tenaga kependidikan
kompetensi/pelatihan sesuai dengan untuk bekerja penuh
bidang tugas dan keahliannya waktu selama 37,5 (tiga
(tenaga kependidikan yang puluh tujuh koma lima)
memerlukan keahlian khusus) jam per minggu;

21 | Menyediakan guru pamong paling Pindaian (scan) KTP asli
sedikit 2 (dua) orang untuk setiap calon guru pamong
bidang studi yang diusulkan, dan setiap Pindaian {scan) ijazah asli
penambahan mahasiswa harus tetap semua program pendidikan
menjaga nisbah 1 (satu} guru pamong tinggi yang pernah
untuk paling banyak 10 mahasiswa ditempuh
dengan ketentuan: Pindaian (scan) asli SK
a. memiliki kualifikasi akademik paling j abatan fungsional

rendah sarjana; mutakhir
b. memiliki sertifikat pendidik Pindaian (scan) asli surat
profesional; penugasan dari Pemimpin
c¢. memiliki jabatan fungsional guru LPTK Pengusul
paling rendah guru madya; dan Pindaian (scan} asli surat
d. memiliki latar belakang pendidikan penugasan dari Pemimpin
yang sama dengan bidang Sekolah Mitra
studi/mata pelajaran yang diampu,
dan bidang studi/mata pelajaran
yang diajarkan oleh mahasiswa yang
dibimbing
22 | Menyediakan Pembimbing .

Lapangan/Tutor yang berfungsi untuk
membantu proses pembelajaran pada
program studi PPG, di LPTK
penyelenggara maupun tempat belajar

Pindaian (scan) KTP asli
calon pembimbing
lapangan ftutor

Pindaian (scan) ijazah asli
semua program




industri, dan lain-lain, dengan
ketentuan:

a. memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma Tiga dengan
pengalaman bekerja di institusi mitra
paling sedikit 5 (lima) tahun;
memiliki sertifikat kompetensi sesuai
dengan bidang studi yang
diampunya;

ToEE;

e A T Y

pendidikan tinggi yang
pernah ditempuh

+ Pindaian {scan) sertifikat
asli semua program
pendidikan tinggi yang
pernah ditempuh

¢ Pindaian (scan) asli surat
penugasan dari Pemimpin
LPTK Pengusul

* Pindaian (scan) asli surat
penugasan dari Pemimpin
institusi mitra

mendukung penyelenggaraan Program

Studi PPG dengan rincian sebagai

berikut:

a. ruang perkuliahan beserta peralatan
pendukung yang khusus
diperuntukkan bagi penyelenggaraan
Program Studi PPG;

. laboratorium pembelajaran mikro
(micro teaching) berserta peralatan
pendukungnya yang berfungsi
sebagai sarana untuk praktik
keterampilan mengajar secara
terbatas;

c. pusat sumber belajar terintegrasi

dengan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK} yang berfungsi

sebagai sarana dalam menyusun,

mengembangkan, dan menyediakan
bahan agjar, bahan uji atau produk
pembelajaran lainnya;

asrama mahasiswa atau sarana

sejenis lainnya yang berfungsi untuk

mengembangkan kompetensi sosial

Unit Pengelola Program Studi PPG

23 | Memiliki rancangan unit pengelola Dokumen rancangan struktur
program studi PPG dan bidang studi organisasi yang
pada program studi PPG, yang akan menunjukkan hubungan
dikelola oleh paling sedikit 5 (lima} antara unit pengelola
orang dosen tetap. Unit pengelola program studi PPG dan
program studi berfungsi sebagai bidang studi pada program
koordinator penyelenggaraan PPG studi PPG serta hubungannya
seluruh bidang studi. Bidang studi dengan unit lain di perguruan
dikelola oleh paling sedikit 2 (dua) orang | tinggi pengusul
dosen tetap.

24 | Memiliki sarana dan prasarana untuk Instrumen pemenuhan syarat

minimum akreditasi program
studi beserta semua
lampirannya




No. | Persyaratan

Dokumen

dan kepribadian serta penguatan jiwa
pendidik;

sekolah laboratorium dan/atau
sekolah /madrasah mitra sebagai
tempat pelaksanaan PPL yang
terakreditasi paling rendah B, untuk
penyiapan calon guru profesional dan
untuk pengembangan ilmu dan
praksis pendidikan;

Sistem Penjaminan Mutu

25 | Perguruan Tinggi pengusul telah:
.

memiliki dan melaksanakan
penjaminan mutu internal untuk
seluruh program studi yang
diselenggarakan;

memiliki rancangan sistem
penjaminan mutu internal untuk
program studi PPG yang diusulkan;

¢ dokumen kebijakan sistem
penjaminan mutu internal
perguruan tinggi
pengusul.

e laporan kegiatan audit
mutu internal perguruan
tinggi yang mutakhir

¢ dokumen rancangan
sistem penjaminan mutu
internal yang terkait
dengan penyelenggaraan
program studi PPG

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

1) Formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan
program studi PPG dan 1 (satu) atau lebih bidang studi, dibuat dalam
bentuk portable document format (.pdf) yang telah diisi dan ditandatangani
oleh Pemimpin LPTK Pengusul.

2) Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di
atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir
instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program
studi PPG yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemimpin perguruan
tinggi pengusul dan/atau institusi mitra.

3) Formulir instrumen sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh
melalui menu Panduan pada laman http://silemkerma.kemdikbud.go.id.

B. Prosedur

1. Prosedur Umum
a. Tahap Kesatu
Pemimpin LPTK pengusul mengajukan permohonan rekomendasi kepada
LLDIKTI di wilayah LPTK pengusul dengan melampirkan dokumen:
peraturan atau keputusan mengenai pendirian LPTK pengusul
dan semua izin pembukaan program studi beserta semua

1)

2)
3)

perubahannya;

pertimbangan tertulis senat perguruan tinggi;
dokumen lainnya bagi PTS, terdiri atas:
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a) akta notaris pendirian badan penyelenggara beserta semua
perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);

b) keputusan pejabat yang berwenang tentang pengesahan
badan penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Surat
Keputusan Menkumham untuk Yayasan; dan

¢) persetujuan tertulis badan penyelenggara.

b. Tahap Kedua

LLDIKTI memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap
Kesatu angka 1), angka 2), dan angka 3] tentang legalitas badan
penyelenggara PTS. Dalam hal legalitas badan penyelenggara belum
terpenuhi, maka LLDIKTI di wilayah Perguruan Tinggi pengusul
meminta pengusul untuk melakukan perbaikan dokumen.

LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:

1} telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan
perbaikan dokumen), dan

2) hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap
Kesatu angka 1), angka 2), dan angka 3) tentang legalitas badan
penyelenggara telah dipenuhi.

¢. Tahap Ketiga

Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

1) pemimpin LPTK pengusul mengajukan permintaan akun ke Ditjen
Dikti melalui http:/ /silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan
melampirkan surat permochonan akun,

2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi dokumen
usulan akun; dan

3) apabila permintaan akun belum disetujui maka LPTK dapat
mengajukan kembali permintaan akun, dan apabila disetujui maka
LPTK dapat melanjutkan proses ke prosedur khusus.

2. Prosedur Khusus

Setelah menyelesaikan prosedur umum pada Tahap Kesatu sampai dengan
Tahap Ketiga, Pemimpin LPTK pengusul dapat melanjutkan proses sesuai
dengan prosedur khusus dibawah ini.
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Prosedur Pembukaan Program Studi Pend_.idi_kan Prpfesi Gum pada LPTK

1 |* Lembaga Pendidikan Tanaga Xependidikan
(LPTK}) mengajukan permintaan akun kepada
Direktorat Jendrsl Pendidikan Tinggi {Ditjen
Dikti) melalui laman
hetp:/f/silemkerma. kemdikirnrd.go_id, dengan
metampirkan syrat permohonan akun {bagi LPTK | Usub Akan |—
yang belum memiliki akun) y

*  Ditjert Dikti melakukan verifikasi dokumaen akun.
Apabila permintaan akun belumn disetujui maks
LFTK dapat kembali mengajulkan permintaan
akun dengan melengikapi dokuran atau syarat
yang diminta. Tidak

¢ LPTK yang telah memifiki akun, dapst lzngsung
ke langkah bankutnya.

2 |* LPTK mengunggah dokumen dalam Bentuk pdf

yarg tefah diteridatangand, yang verdirl atas:

{1) Surat Permohonan ixin pembukaan
Program Studi Pendidikan Profesi Guru
kepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan (Mendikbud);

[2) Rekomendasl LLD|KTI di wilayah LPTK;

[3}) Semua Instrumen Pamanuban Syarat
Mirimum Akredicasi Pembukaan Program
Studi Pendidikan Profiesi Guru dan paling-
sedikit 3 (satu) Bldang Studi yang diusulkan;

[4) Semua Lemplran instrumen Pemanuhan
Syarat Minimum Akreditasi Fembukaan
Program Stud] yang diusulkzn

3 |+ Ditjien Dikti melakekan evaluasi tentang
pemenuhan jumiah dan kuaflifikesi dosen tetsp
pade pregram studi Pandidikan Profes Gurn
yang diusufkan

4 |+ Apabila hasll evalvasi Desen Tetap belum
disetu]ul, LPTK penpusul dagat merevisidan | 7=~~~ ~~~~~"~-

disetujui, maka LPTK dapat mancukupkan
persygratan, mergvisi dan mengunggah kembali
usul metalul faman Sitemhkerma
hrtp:f/silemberma. kemdtibied.go_id, Proses
herulang revisi dan unggah kembali dapat
gilakukan untuk maksimai 4 fempat) kaf termazsuk
ungpahan pertamy.

" ]
mengunggah kembali unst melalui famsn. ! Proses
{hetpffsitemkerma kemdikbud.go.id) H be
. " - I rulang
* Apszbila hasil avaluasi Dosen Tetap disetujui, | ovisi-unggah
LLDIKTI mengevaluasi instrumen Pemenuhan , o hg;;a
Syatat Minimiim Akreditasi Pembukaan Progam | | maat
Swudj Pendidikan Peofesi Guru entuk kriteria '
dosen dan non-dosen (renaga kependidikan, i
guru p 8, tutor, kurikulum, dan sarana | LPTK dapat
prasarana) untuk setiap bidang studi yang | msngunggsh
diusuikan. i usut maksimal
- - 1 4 {empat} kali
[ Apahila evaluasi kriteria con-dosen (tenaga H :uemias}uf:
kependidikan, gure pamang; tutar, kurikufum, dan { uneeahan
sarana prasarana} dan evalugsi bidang studi balum | 552
| pertama}
i
1
1




-12 -

B Apabila evaluasi aspek non-doten dan bidang studi
disexu]ul, Ditjen ikt mamberiian "Parsetujuan
Proses Lanjut”

7| Sewizh “Perserujuan Proses Lanjut® diemumbkan,
Ditjen Dikii bersama LLDIKTI dapat melskukan
evatuask lapangan pemenuhan Syarat Minimum
Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru
‘dan pating sedfit 1 {satu} bidang studi ying
diusufien. Semua dokumen asli wajilh disiapkan
pads 5aat avalupsi (apangan

] Dalam hal pemarikssan pada evaluasi lapangan
menunrjukken masib terdapat ketidaksesuaian
antara dokumen yang diunggah dengan fakia dl
fapangan maka Ditjen Dikti dapat menerbitkan izin
prinsip.

LPTK dimints mengunggah dokumen untuk
memperbaiki ketidaksasuaian berdasarkeer hasil
evaludzl fapangan melzlul laman
hitp//fsilemketmo. kemdikbud go.id

Ditjen Dikti melakukan avaluasi dokurmen
perbaikan berdasackan hasil evaluasi lepangan.
Apgbija hasil pvalussi tersebut belum sasuai maka
LPTK dapat menpunggeh dakumen urituk
memenult ketidaksesuaian melaluf taman
htipffsiiemkerma. kemdikbud.go.id

Y —————

Pangunggahian untuk dokuman parbailan paling
banyak dapat filakvkan 2 [dua) kal setelah izin
prinsip diterbitkan.
9 Apablla hasil evatuzst secara keseluruhan telah k!
memenvhi persyaratan, Ditjan Dikti mengajukan Penarbitan 5K
usul tertulls penerbltan izin pembukaan Pragram {Surst "
Studi Pendidikan Profesi Guru dan paling sedikdt 1 Keputusan}
(satu} higang studi kepada Mendikbud. Apabia ———

difzinkan, Dirjan Dikti atas nama Mendikbud
menerbitkan Keputusan tentang pendirian
Program Studi Pendidikan Profési Guru yang.
diusulican olah LPTK pengusi.

Setelah penerbitan Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan Program
Studi PPG, BAN-PT atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi
atas peringkat akreditasi program studi yang telah diberikan. Atas dasar hasil
monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan evaluasi
pelaksanaan Keputusan tersebut sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Penambahan Bidang Studi pada Program Studi PPG

Pendidikan Profesi Guru yang telah mendapatkan izin

penyelenggaraan, dapat menambahkan bidang studi sesuai kebutuhan.

Persyaratan dan dokumen penambahan bidang studi pada program studi
pendidikan profesi guru yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan
dijelaskan sebagai berikut:

QR

Syarat Institusi

1 Telah mendapatkan izin Pindaian (scan) asli surat izin
penyelenggaraan program studi PPG; | penyelenggaraan program

studi PPG yang masih berlaku

2 | Memiliki Program studi bidang Pindaian (scan) asli sertifikat
pendidikan pada program sarjana akreditasi program studi
dengan peringkat akreditasi paling bidang pendidikan pada
rendah Baik Sekali atau B yang sesuai program safjana yang sesua
dengan bidang studi yang diusulkan.

Legalitas

3 | Memiliki persetujuan usul Pindaian (scan) asli surat
penambahan bidang studi pada persetujuan usul
Program Studi PPG dari Badan penambahan bidang studi
Penyelenggara (untuk PTS}; pada Program Studi PPG dari

Badan Penyelenggara

4 Memiliki pertimbangan tertulis usul Pindaian (scan) asli surat
penambahan bidang studi pada pertimbangan usul
Program Studi PPG dari Senat LPTK penambahan bidang studi
pengusul,; pada Program Studi PPG dari

Senat LPTK pengusul
S Memiliki rekomendasi LLDIKTI Pindaian (scan) asli surat
tentang: rekomendasi LLDIKTI
a. rekam jejak LPTK yang akan setempat
menambah bidang studi;

b. tingkat kejenuhan bidang studi
yang akan dibuka;

c¢. tingkat keberlanjutan bidang studi
vang akan dibuka jika diizinkan
oleh pemerintah.

6 Pemimpin Perguruan Tinggi Pindaian (scan) surat
mengajukan surat permohonan permohonan asli pembukaan
penambahan bidang studi pada program studi PPG dan bidang
program studi PPG kepada Dirjen studi pada program studi PPG
Dikti. kepada Dirjen Dikti.
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7

Kurikulum bidang studi yang
diusulkan disusun berdasarkan
capaian pembelajaran yang telah
ditentukan dalam Pedoman
Penyelenggaraan Program PPG Tahun
2018 oleh Direktorat Pembelgjaran,
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan, Kemenristekdikti
dengan beban studi sesuai Standar
Pendidikan Guru tahun 2017

Dokumen kurikulum bidang

studi, merupakan lampiran

yang tidak terpisahkan dari

Instrumen Penambahan

Bidang Studi pada Program

Studi PPG, yang menjelaskan

antara lain:

1. Kurikulum bidang studi
pada Program PPG
Prajabatan
a. Profil Lulusan;

b. capaian pembelajaran

lulusan;

c. capaian pembelajaran
bidang studi;

d. mata kegiatan dan bobot

kegiatan;

€. beban belajar antara 36-
40 sks yang diuraikan
dalam struktur

kurikulum, mencakup:
(1) mata kegiatan
umum, {2) lokakarya
pengembangan
perangkat pembelajaran,
(3) praktik pengalaman
lapangan dan/atau
praktik industri;

f. mekanisme rekognisi
pengalaman lampau
(bila ada)

2. Kurikulum bidang studi
pada Program PPG Dalam
Jabatan
a. profil lulusan;

b. capaian pembelajaran
lualusan;

c. capaian pembelajaran
bidang studi;

d. mata kegiatan dan
bohot kegiatan;

e. beban belajar antara
36-40 sks yang
mencakup 12 sks beban
belajar yang harus
ditempuh dan 24 sks
yang dipenuhi melalui
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rekognisi pembelajaran
lampau.

f. beban belgjar 12 sks
yang harus ditempuh
diuraikan dalam
struktur kurikulum,
mencakup: (1) mata
kegiatan umum, (2)
lokakarya
pengembangan
perangkat
pembelajaran, (3)
praktik pengalaman
lapangan dan/atau
praktik industri;

g. mekanisme rekognisi
pengalaman lampau

8 Memiliki rancangan proses Dokumen rancangan proses
pembelajaran yang mencakup: pembelajaran bidang studi

a. lokakarya/workshop;

b. Praktik Pengalaman Lapangan
(PPL} di sekolah dan/atau
Praktik Industri di dunia
industry, dunia usaha dan
dunia kerja);

¢. kehidupan bermasyarakat di
asrama/sarana lain;

d. sistem asesmen/penilaian
untuk huruf a sampai dengan
huruf c;

€. upaya menjamin keotentikan
peserta kuliah dan peserta ujian
(misalnya cara memastikan
bahwa peserta ujian adalah
peserta yang terdaftar) dan
integritas akademik mahasiswa
selama pembelajaran {misalnya
cara menghindari plagiasi,
mencontek, atau perbuatan
curang lainnya).

9 | Memiliki Rencana Pembelajaran Dokumen RPS untuk paling
Semester (RPS) paling sedikit untuk 3 |sedikit 3 (tiga) mata kuliah
{tiga) mata kuliah penciri bidang studi |penciri bidang studi yang
program studi PPG untuk setiap diusulkan

bidang studi yang diusulkan

10 | Memiliki rancangan pedoman praktik |Dokumen rancangan pedoman
Pengalaman Lapangan (PPL) di praktik Pengalaman Lapangan
sekolah dan/atau Praktik Industri di  |(PPL) di sekolah dan/atau
Praktik Industri di dunia
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dunia kerja

dunia kerja

11

Memiliki kerja sama dengan sekolah
laboratorium dan/atau

sekolah /madrasah mitra yang
terakreditasi paling rendah B untuk
penyelenggaraan proses pembelajaran

Pindaian (scan) asli perjanjian
kerja sama dengan sekolah
mitra untuk penyelenggaraan
proses pembelajaran

12

Memiliki kerja sama dengan berbagai
instansi untuk penyelenggaraan
proses pembelajaran bidang studi
yang memerlukan pengalaman praktik
di luar sekolah

Pindaian (scan) asli nota
kesepahaman atau perjanjian
kerja sama sebagai bukti kerja
sama dengan berbagai instansi
untuk penyelenggaraan proses
pembelajaran

Sumber Daya Manusia

13

Memiliki dosen tetap paling sedikit
berjumlah 2 {(dua} orang untuk setiap
bidang studi yang diusulkan, yang
berfungsi sebagai pengelola Bidang
Studi PPG pada program studi PPG
yang diusulkan dengan ketentuan:

a. memiliki kualifikasi akademik
paling rendah magister atau
magister terapan dan jabatan
fungsional minimum Lektor pada
bidang ilmu yang relevan dengan
bidang studi yang diusulkan;

b. berlatar belakang bidang
pendidikan pada salah satu
kualifikasi akademik yang dimiliki
dan bidang keilmuan dan/atau
keahliannya sesuai dengan bidang
studi yang diusulkan,

c. memiliki surat penugasan dari

pemimpin LPTK pengusul;

» Pindaian {scan} KTP asli
calon dosen tetap
¢ Pindaian (scan) ijazah dan
transkrip asli semua
program pendidikan tinggi
vang pernah ditempuh
¢ Pindaian (scan) keputusan
asli penyetaraan ijazah bagi
calon dosen tetap hulusan
luar negeri, dari
Kementerian yang
menangani pendidikan
* Pindaian (scan) asli
keputusan jabatan
akademik yang mutalkhir;
» Pindaian (scan) asli surat
penugasan dari LPTK
Pengusul

14

LPTK penyelenggara Program Studi
PPG memiliki paling sedikit 3 (tiga)
orang tenaga kependidikan yang
terdiri atas tenaga administrasi,
laboran, dan pustakawan yang dapat
mendukung dan memperlancar
pelaksanaan Program Studi PPG
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki kualifikasi akademik
paling rendah lulusan program
diploma tiga sesuai dengan
kualifikasi tugas pokok dan
fungsinya; dan
b. memiliki sertifikat
kompetensi/pelatihan sesuai

¢ Pindaian (scan) KTP asli
calon tenaga
kependidikan;

e Pindaian (scan) ijazah asli
calon tenaga
kependidikan; dan

¢ Pindaian (scan) asli
sertifikat kompetensi
sesuai keahlian dan
bidang tugasnya

¢ Pindaian (scan) Surat
Pernyataan Kesediaan asli
calon tenaga kependidikan
untuk bekerja penuh
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No. | Persyaratan Dokumen
dengan bidang tugas dan waktu selama 37,5 (tiga
keahliannya (tenaga kependidikan puluh tujuh koma lima)
yang memerlukan keahlian jam per minggu;
khusus)
15 | Menyediakan guru pamong paling ¢ Pindaian (scan) KTP asli
sedikit 2 (dua) orang untuk setiap calon guru pamong
bidang studi yang diusulkan, dan e Pindaian (scan) ijazah asli
setiap penambahan mahasiswa harus semua program pendidikan
tetap menjaga nisbah 1 (satu) guru tinggi yang pernah
pamong untuk paling banyak 10 ditempuh
mahasiswa dengan ketentuan: e Pindaian (scan) asli SK
a. memiliki kualifikasi akademik jabatan fungsional
paling rendah sarjana; mutalkhir
b. memiliki sertifikat pendidik e Pindaian (scan) asli surat
profesional; penugasan dari Pemimpin
c. memiliki jabatan fungsional guru LPTK Pengusul
paling rendah guru madya; dan e Pindaian (scan) asli surat
a. memiliki latar belakang pendidikan penugasan dari Pemimpin
yang sama dengan bidang Sekolah Mitra
studi/mata pelajaran yang diampu,
dan bidang studi/mata pelajaran
yang diajarkan oleh mahasiswa
yang dibimbing
16 | Menyediakan Pembimbing ¢ Pindaian (scan) KTP asli
Lapangan/Tutor yang berfungsi untuk calon pembimbing
membantu proses pembelajaran pada lapangan /tutor
program studi PPG, di LPTK ¢ Pindaian (scan) ijazah asli
penyelenggara maupun tempat belajar semua program
lainnya, misalnya bengkel, studio, pendidikan tinggi yang
industri, dan lain-lain, dengan pernah ditempuh
ketentuan: e Pindaian (scan) sertifikat
a. memiliki kualifikasi akademik asli semua program
paling rendah Diploma Tiga dengan pendidikan tinggi yang
pengalaman bekerja di institusi pernah ditempuh
mitra paling sedikit 5 (lima) tahun; e Pindaian (scan) asli surat
b. memiliki sertifikat kompetensi penugasan dari Pemimpin
sesuai dengan bidang studi yang LPTK Pengusul
diampunya; e Pindaian (scan) asli surat
penugasan dari Pemimpin
institusi mitra
Unit Pengelola Program Studi PPG
17 | Memiliki unit pengelola program studi | Dokumen struktur organisasi

PPG dan bidang studi pada program
studi PPG, yang dikelola oleh paling
sedikit 5 (lima) orang dosen tetap. Unit
pengelola program studi berfungsi
sebagai koordinator penyelenggaraan
PPG seluruh bidang studi. Bidang

yang menunjukkan
hubungan antara unit
pengelola program studi PPG
dan bidang studi pada
program studi PPG serta
hubungannya dengan unit
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S

ApayLelic) 2
studi dikelola oleh paling sedikit 2
(dua) orang dosen tetap.

e

pengusul

18

Memiliki sarana dan prasarana untuk
mendukung penyelenggaraan seluruh
bidang studi yang telah
diselenggarakan dan bidang studi
vang akan ditambahkan dengan
rincian sebagai berikut:

a. ruang perkuliahan beserta
peralatan pendukungnya yang
khusus diperuntukkan bagi
penyelenggaraan Program Studi
PPG; dan

b. laboratorium pembelajaran mikro
(micro teaching) berserta peralatan
pendukungnya yang berfungsi
sebagai sarana untuk praktik
keterampilan mengajar secara
terbatas;

¢. pusat sumber belajar terintegrasi
dengan teknoleogi informasi dan
komunikasi yang berfungsi sebagai
sarana dalam menyusun,
mengembangkan, dan
menyediakan bahan ajar, bahan uji
atau produk pembelajaran lainnya;

d. asrama mahasiswa atau sarana
sejenis lainnya yang berfungsi
untuk mengembangkan
kompetensi sosial dan kepribadian
serta penguatan jiwa pendidik;

e. sekolah laboratorium dan/atau
sekolah/madrasah mitra sebagai
tempat pelaksanaan PPL yang
terakreditasi paling rendah B,
untuk penyiapan calon guru
profesional dan untuk
pengembangan ilmu dan praksis
pendidikan,;

Instrumen Penambahan
Bidang Studi pada program
studi PPG beserta semua
lampirannya

Sistem Penjaminan Mutu

19

LPTK pengusul telah:

a. memiliki dan melaksanakan
penjaminan mutu internal untuk
seluruh program studi yang
diselenggarakan; dan

* Dokumen kebijakan sistem
penjaminan mutu internal
perguruan tinggli pengusul.

e laporan kegiatan audit
mutu internal perguruan
tinggi yang mutakhir.
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No. | Persyaratan Dokumen
b. memiliki sistem penjaminan mutu Dalam hal program studi
internal untuk program studi PPG. PPG telah diselenggarakan

paling sedikit 1 (satu)
tahun, laporan kegiatan
audit mutu internal
perguruan tinggi harus
sudah mencakup audit
internal program studi
PPG

e Dokumen rancangan
Sistem Penjaminan Mutu
Internal yang terkait
dengan penyelenggaraan
bidang studi pada program
studi Pendidikan Profesi
Guru yang diusulkan

Penjelasan persyaratan pada tabel di atas sebagai berikut:

1) Formulir instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan
program studi PPG dan 1 (satu) atau lebih bidang studi, dibuat dalam
bentuk portable document format (.pdf) yang telah diisi dan ditandatangani
oleh Pemimpin LPTK Pengusul.

2) Semua dokumen untuk membuktikan pemenuhan semua persyaratan di
atas, dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari formulir
instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi pembukaan program
studi PPG yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemimpin perguruan
tinggi pengusul dan/atau institusi mitra.

3) Formulir instrumen sebagaimana dimaksud diatas dapat diunduh melalui
menu Panduan pada laman http://silemkerma.kemdikbud.go.id.

B. Prosedur

3. Prosedur Umum
a. Tahap Kesatu
Pemimpin LPTK Pengusul mengajukan permohonan rekomendasi kepada
LLDIKTI di wilayah LPTK Pengusul dengan melampirkan dokumen:
1) Persetujuan usul penambahan bidang studi pada Program Studi
PPG dari Badan Penyelenggara (untuk PTS);
2) Pertimbangan tertulis usul penambahan bidang studi pada
Program Studi PPG dari Senat LPTK pengusul;

b. Tahap Kedua
LLDIKTI memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap
Kesatu angka 1), dan angka 2). Dalam hal dokumen pada Tahap Kesatu
angka 1) dan angka 2), belum lengkap dan/atau belum benar maka
LLDIKTI di wilayah Perguruan Tinggi pengusul meminta pengusul untuk
melakukan perbaikan dokumen.
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LLDIKTI akan menerbitkan rekomendasi apabila:
1} telah menerima kembali pengajuan dokumen (dalam hal dilakukan
perbaikan dokumen)j, dan
2} hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pada Tahap
Kesatu angka 1), dan angka 2), telah dipenuhi.

a. Tahap Ketiga
Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi:

1) Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul mengajukan permintaan akun
ke Ditjen Dikti melalui http://silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan
melampirkan surat permohonan akun;

2) Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen usulan akun; dan

3) Apabila permintaan akun belum disetujui, maka Pemimpin
Perguruan Tinggi dapat mengajukan kembali permintaan akun.
Apabila disetujui, maka Pemimpin Perguruan Tinggi dapat
melanjutkan proses ke prosedur khusus

3. Prosedur Khusus

Setelah menyelesaikan prosedur umum pada Tahap Kesatu sampai dengan
Tahap Ketiga, Pemimpin perguruan tinggi pengusul dapat melanjutkan
proses sesuai dengan prosedur khusus seperti tercantum dalam diagram alir
berikut ini.
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Prosedur Penambahan Bidang Studi pada Program Studi PPG

LLBIKT)

¢ Lembaga Pendidikzn Tanags Kepondidilkan
ILPTK) mengajukan permintaan akun kepada
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi [DHjen
Dileti) metalui laman
ktip://silemkermakemdikbud.go./d, dengan
malampirian surat permohanan akun {bapi PT
yang balum memibiki-akun)

» Ditjen Dikti melakukan verifikasi dokumen akun.
Apabl.la permintaan akun belum disetu]ui maka
LPTK dapat kembali mangajukan perminaan
akun dengan melengkapi dokumen atau systat
yang diminta. -

* 1FTK yang tefah memifiki akun, dapat tangsung
ka langhah bariutnya.

& 1PTK mengunggah dokemen dalam bentuk pdf
yang telah ditandatangani, yang terdir atas:
{1} Surat Parmchonan lzin Penambahan Bidang

-Studi pada Pragram Seudi Pendidikan
Profesi Guru [PPG) kepads Mentert
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud);

{2) Rekomendasi LLDIKTI di wRayah PT;

(3) Semunlnstrumen Pemenuhan Syarat
Penzmbahan Bidang Stud? pada Program
Studi PPG yang diusulken;

[4) Semua Lampiran instrumen Pemanuhzn
Syarat Penambahan Gidang Studi pada
Program Studi PPG Progran Studi yang
diusulkan

* Ditjen Dikti melakuken evalvasi tentang
pamenuhan jumlah din keatifikasi dosen tetap
Bidang Studi pada program studi PPG yang
divsutkan

® Apabita hasd evaluasi Dasen Tatap belum
dizetujui, PT pengusul dapat merevisidan
mengunggah kamball used melalul laman
ihttp:/fsilembermu.kemdikbud.gea.id}

= Apshita hasH evaluasi Dosen Vetap disetuith,
LLOKT| mengevaiuasl Instrumen pemenuhan
syarat penambahan Bidang Studi pada Program
Studi PPG untuk kriteria dosen dan nen-dosen
{tenspa kependidikan, gurtt pamong, tutor,
kurikuluen, dan sarana prasarana) untuk setiap
bidzang studi yang diusulicam,

Apabila evaluasl kriterla nen-dosen [tenaga
kependidikan, guru pamong, tutor, kurikulum, dan
Wrana prasaranal dan evaluast bidang studi belum
disetu]ui, maka PT dapat mencukupkan
persyaratan, marevisi dan mengunggah kembali
usul metalui leman Silemkerma

http:f/silemberma kemdikbud.go_Id. Proles
berulang revisi dan unpgah kembali dapat
dilakukan untuk makslmal 4 (empat] kali termasuk
unggahan partama. - )

Proses
berulang
revisi-unggah
kemibali

PT dapat
mengunggah
usul maksimal
4 [arnpar) kall
{termasuk

i
)
1
'
[}
[]
1
1
1
1
1
i
]
[}
unggahan
1
pertama) o
[}
1
i
1
1

Tidak
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upKn

B Apabila evatuasi aspek non-dosen dan bidang stuedi
dizatujis, Ditfen Diai mernberikan “Persatujuan
Proses Lanjut”™

7 | Setetuh “Parsetuflan Proses Lanjut” dlumumkan,
Ditjen Dike barsama LLDIKT] dapat melakukan
evaluasi lapangan pemenuban Syarat Penambahan
Bidang Studi pada Program Studi PPG yang
diosuikan. Semuez dokumen asti wajib disiapkan
pada sazak evaluasi lapangan

B Dalam hal pameriksaan pada evaluasi tapangan
menunjukkan masih terdapat ketidaksasunian
antara dokumen yang divnggah dengan fakta di
lapangan miks Ditjan Dikei dapat meacrbitkan izin
prinsip.

PT' dimintd merpungzat dokumen untuk
memparbsiki ketidzksasuaian berdasarkan hasil
evaluasi [apangan melalui lamzan
http:ffallemicerma kemdikboad. go_id

Ditjen Dikei malzkukan svzlvast dakamen
perbeikan besdasarikan hasil evatuasitapangan.
Apabila hasil gvsluass tersebut belum sasudi maks
PT dapat mengunggah dokumen untuk memenhi
katidaksesuaian melalui tamman

http f/sHemkermo. kemdikbud.go.icd

Pengungeahan untuk dokumen perbatkan paling
banyak dapat ditakukan 2 (dua} kali setiah Rin
prinsip diterbitkan.

L] Apabtila hasil evaluasi secara kasaloruhan telah
mensenuh) persyaratan, Ditjen Dikti mengajukan
usul tertulis penerbitan fzin Genambahan Bidang
Stuydi pada Progam $tudi PPG kepada Mendikbud,
Apabila diizinkan, Dirjen Dikti atas nama
Mendikbud mererbitkan Keputusan tentang
penambidhan Bidang Studi pada Program Studi
Pendidikan Prafesi Guru fahg diusuikan olah LPTK
pengusul.

Setelah penerbitan Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan, BAN-PT
atau LAM berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas peringkat
akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru yang telah diberikan. Atas
dasar hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Menteri berwenang melakukan
evaluasi pelaksanaan Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Contoh Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara
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B. Contoh Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan

Hukum

Contoh Keputusan ulir.‘[“énlcumham
Tentang Pengesahan Yayasan

Contoh Berita Negara
Tentang Pengesahan Yayasan
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Contoh Keputusan Menkumham
Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1

Contoh Keputusan Menkumham
Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2

= &

WEFUT b TR 5By B Wk LA AR
o C——

Trarana
Btk L ke R
THTaTe s E———

]
re——
e e et L g

o

- — .

i W ot G 1 a0 (a5 4

e B b i g AT
e - I




i

Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU
Yayasan

DEPARTEMEMN HUKUM DAN HAK ASAS] MAMNUSIA
REPUBLIK INDONESIA
HMREM TORAT JENDERAL
ADMIMISTRASI HUKUM LUMUM
JH R Rasunn Said Kav. 6.7 Kuningoan Jdoakarta Seiatao
Telp, (021) 8202387 — Hunting

Nomor ; Kepada Yt
Lampiran 1 ——— S

T
Pearilal : Yeye sarn _

Sehubungan dengan sural Saudara MNome u'— tanggal
. ocrihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat,

dengan inl kami beritahukan bahwa Perubaban Anguaran Dasar Yayasan
P berkedudukan di Desa M kccamatan T, Kabupaten
B, Propins TN, scouai Akle Nomor Bl tangosl TR
e vang dibual oleh Saudara, dalam rancaks penyesuaian dengan Pasal
71 ayat (3) Uncdang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Momor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima

dan kann catal dalam caftar vavasan.

Demikian untuk diketahul.
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DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kemefyterian Pendidikan dan Kebudayaan,
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Paristiyanti Nurwardani
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